BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa penentuan nominal ganti rugi bagi korban penahanan
secara tidak sah harus didasarkan pada parameter yang berkeadilan, yaitu jenis
dan besaran kerugian yang dialami korban, baik kerugian materiil maupun
immateriil, serta lamanya waktu penahanan yang dialami korban. Peraturan
Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 belum menetapkan kriteria mengapa jumlah
nominal ganti rugi bagi korban penahanan secara tidak sah berkisar minimum
Rp.500.000,00 dan maksimum Rp.100.000.000,00 tanpa adanya dasar
penetapan. Hakim dalam mempertimbangkan kerugian nyata korban belum
sepenuhnya mencerminkan keadilan karena hakim bersifat sumir. Ditinjau
dari teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip equal liberty principle dan
difference principle yang dikombinasikan dengan fair equality of opportunity,
korban salah tahan sebagai pihak yang berada dalam posisi paling dirugikan
seharusnya memperoleh ganti rugi yang proporsional dan memadai agar dapat
memulihkan kebebasan, martabat, serta kesempatan sosial dan ekonominya.
Penentuan nominal ganti rugi yang mempertimbangkan kondisi konkret
korban merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan
keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan korban secara

menyeluruh.
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B. Saran

Korban salah tahan sebagai pihak yang mengalami kerugian fisik,
materill, pisiskis, dan sosial perlu secara aktif memperjuangkan haknya
dengan mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi melalui
mekanisme praperadilan. Korban harus mengidentifikasi secara jelas seluruh
bentuk kerugian yang dialaminya, baik kerugian materiil seperti hilangnya
penghasilan dan biaya hidup selama penahanan maupun kerugian immateriil
berupa trauma psikologis dan kerugian sosial, serta mengumpulkan dan
menyimpan bukti-bukti pendukung seperti surat penahanan, bukti kehilangan
penghasilan, rekam medis, atau hasil pemeriksaan psikologis. Selain itu,
korban perlu memperhatikan besaran nominal ganti rugi, prosedur
pelaksanaan putusan, serta waktu pembayaran ganti rugi agar pemulihan hak
korban dapat terlaksana secara efektif dan tidak menambah penderitaan
korban. Pemerintah harus dapat membuat kepastiaan dalam membuat
kebijakan terkait dengan parameter penetuan nominal ganti rugi korban
penahaan secata tidak sah sehingga tidak hanya berpatokan pada batas

minimum dan maksimum yang telah ada pada peraturan.
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